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ABSTRAK 
 
Nama  : Nurul Amaliah 
NIM  : 10500113085 
Judul  : Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum 
   dan Perundang-Undangan                                  
                                    (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah 
Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan 
Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)                                             
 Pokok masalah penelitian ini mengenai Perlindungan Hak Pendidikan 
Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan di Kelurahan Pekkabata 
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Pokok masalah tersebut selanjutnya 
dirumuskan kedalam beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana ketentuan hukum 
tentang hak dan kewajiban anak dalam pendidikan? 2) Bagaimana pelaksanaan 
hak dan kewajiban pendidikan anak dibawah umur di Kekurahan Pekkabata 
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang? 3) Bagaimana hubungan perkawinan 
anak dengan pendidikan anak dibawah umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan 
Duampanua Kabupaten Pinrang. 
 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini berupa 
sumber data primer yakni wawancara dengan beberapa warga di Kel. Pekkabata 
Kec.Duampanua Kab.pinrang dan data sekunder yakni aturan perundang-
undangan, buku, jurnal dan artikel dari internet. Selanjutnya, teknik pengolahan 
data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis secara kualitatif yaitu 
menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan 
menggunakan kalimat sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang 
sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa.Dalam pelaksanaan hak dan 
kewajiban pendidikan, pemerintah mengelola pendidikan secara umum di 
Indonesia melalui Departemen Pendidikan. Sulitnya akses pendidikan di kalangan 
anak perempuan merupakan penyumbang besar bagi pernikahan anak. Perempuan 
yang menikah dibawah 18 tahun hanya 5,8% menyelesaikan pendidikan SMA. 
Data ini menunjukan juga bahwa mayoritas dari perempuan yang menikah di usia  
anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sebagaian besar hanya 
menyelesikan  jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). 
Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui lembaga pendidikan belum 
mengakomodir  hak anak yang telah menikah muda, baik karena paksaan orang 
tua maupun akibat pergaulan seks yang tidak aman.  
 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mencegah terjadinya 
perkawinan dibawah umur, maka di sarankan kepada pejabat yang berkompeten 
dalam menangani perkawinan untuk lebih selektif lagi dalam memeriksa surat 
keterangan/surat izin untuk melakasnakan perkawinan agar tidak terjadi 
pemalsuan umur. 2) mengadakan sosialisasi mengenai aturan perkawinan. 3) para 
remaja memperdalam pengetahuan mengenai bahaya dan resiko menikah muda. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional BAB IV Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, 
masyarakat, dan pemerintah Bagian kesatu Hak dan kewajiban warga negara pasal 
5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu. Ayat (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 
layanan khusus. Ayat (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 
Ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 
berhak memperolah pendidikan khusus. Ayat (5) Setiap warga negara berhak 
mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 
Pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 
lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan Ayat (2) Setiap warga 
negara bertanggung jawab terhadap keberlagsungan penyelenggaraan pendidikan. 
Bagian kedua Hak dan kewajiban orang tua Pasal 7 ayat (1) Orang tua berhak 
berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi 
tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ayat (2) Orag tua dari anak usia 
wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
1
 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Bab 
III Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesehjahteraan Anak Pasal 9 Orangtua 
adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak 
baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 10 ayat (1) Orang tua yang 
                                                 
1
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional 
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terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, 
sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan 
perkembangan anak,  dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap 
anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Ayat (2) 
Pencabutan kuasa dalam ayat (1)  tidak  menghapuskan kewajiban orang tua yang 
bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, 
pemeliharaan, dan pendidikan anaknya
2
.  
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Pasal 31 UUD 1945 Bidang 
Pendidikan Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) 
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya. Ayat (3) Pemerintah mengusaakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nassionl, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 
undang-undang. Ayat (4) Negara memprioritaskan  anggaran pendidikan 
sekurang-kuranngnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional.Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan 
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
3
 
Dalam masalah ini tidak hanya diatur dalam hukum  positif  saja  melainkan  
diatur  dalam  firman  Allah  swt.  Dalam  QS  al-Mujadilah/58:11 
 
… َِعفَۡري َنيِذَّلُٱهَّللٱ  َو ۡمُكنِم ْاُونَماَء َنيِذَّلٱ  ْاُوتُوأ َمۡلِعۡلٱ  َو ٖۚ ت ََٰجَرَد ُ َّللّٱ  َنُولَمَۡعت اَِمب
 ٞرِيبَخ١١  
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Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31. 
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Terjemahnya: 
 “…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”4 
Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan 
untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang 
tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu 
berubah dan berkembang secara progresif. Proses pendidikan yang dilaksanakan 
dalam upaya mencerdaskan bansa serta menngembangkan watak banggsa menjadi 
lebih bermoral, itulah yang  disebuut  system pendidikan nasional. Dalam UUD 
1945, pendidikan diarahkan bagi seluruh rakyat dengan perhatian utama pada 
rakyat yang kurang mampu agar dapat juga mengembangkan moral yang lebih 
baik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika ketentuan UUD 1945 
dicermati maka mengikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap warga negara 
indonesia dan itu merupakan kewajiban. Menghalangi dan melarang anak 
indonesia untuk bersekolah adalah perbuatan yang melanggar hukum  tertinggi 
(UUD 1945) . 
Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang 
merupakan daerah yang minim akan adanya fasilitas pendidikan, sekolah dasar 
hanya ada 3 (tiga) yaitu SD 88 Pekkabata, SD 175 Pekkabata dan SD Pekkabata. 
Untuk sekolah menengah pertama yaitu SMP 1 Pekkabata  dan MadrasahAliyah. 
Masyarakat Pekkatabat, mayoritas petani dan sebahagian besar masyarakatnya 
banyak yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai dibangku sekolah dasar dan 
tidak melanjutkan pendidikan menengah pertama.Pendidikan di Kelurahan 
Pekkabataterbilang kurang dan bermutu rendah, dan hal seperti ini berdampak 
pada generasi berikutnya karena orang tua ingin menyekolahkan anak-anak 
                                                 
4
Kementrian  Agama,RI; Alqur’an  dan  Terjemahnya  (Cet. I; Bandung: Syamil  Qur’an, 
2012), h. 543 
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mereka namun ada keraguan dibenak sang orang tua mereka beranggapan bahwa 
orang kampung walaupun di sekolahkan setinggi-tingginya akan juga kerja 
sebagai petani jadi hanya menghabiskan uang, menurut orang kampung 
dikatakakan kerja kalau sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jika 
hanya swasta masih belum dikatakan bekerja. 
Anak perempuan yang yang berada di kelurahan Pekkabata, hanya 
mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan anak perempuan di 
sibukkan dengan pekerjaan yang menjauhkan mereka dari buku-buku dengan 
seiring waktu anak perempuan pun akan terbiasa dengan tidak adanya hal yang 
mengingatkan mereka bahwa pendidikan itu penting mereka hanya tau bagaimana 
mengambil bayam di kebun, dan orang tua mereka tidak berfikir panjang untuk 
menikahkan anak perempuannya walau masih duduk di bangku Sekolah Dasar 
tidak jarang anak mereka hanya bisa menuruti keinginan orang tuanya tanpa harus 
mempertimbngkan apa yang kelak akan terjadi jika menikahkan anaknya sedini 
mungkin, dan hak-hak mereka sebagai anak pun akan hilang dan dituntut untuk  
menanggung beban sosok seorang istri dan juga sosok seorang ibu di usia anak. 
Satu dari enam anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun angkanya 
mencapai 340.000 setiap tahun. Sedangkan 50.000 anak perempuan lain menikah 
sebelum usia 15 tahun.  
Terkait dengan fenomena anak cepat dinikahkan oleh orangtuanya yang 
terjadi dimana-mana khususnya Kelurahan Pekkabata Kabupaten Pinrang 
berdampak  pada putusnya pendidikan (tidak tamat sekolah dasar dan tidak tamat 
sekolah menengah pertama) berakibat pula pada kehidupan perkawianan berupa 
ketidak mampuan  secara emosional mengelolah persoalan serta masalah-masalah 
dalam rumah tangga yang berdampak pada ketidaksiapan fisik yang dikemudian 
hari  ada kemungkinan munculnya penyakit-penyakit tertentu akibat dari terlalu 
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dini menjalankan fungsi reproduksinya, ketidaksiapan mental yang akan 
memberikan tekanan pada anak dan menyebabkan gangguan kesehatan psikis, 
seperti depresi. Ketidakmampuan pengetahuan yang memadai (putus sekolah) 
sehingga menimbulkan pembodohan dan pertengkaran yang berakibat pada 
persoalan perceraian. 
Setiap anak-anak ini kehilangan masa kanak-kanaknya, pengantin muda 
lebih berisiko untuk putus sekolah, hamil terlalu cepat, yang mengakibatkan 
sejumlah risiko kesehatan yang berbahaya bagi ibu dan bayinya dan terjebak 
kemiskinan yang kemudian diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 
Dengan demikian, perkawinan anak terus menjadu beban di Indonesia. Banyak 
anak perempuan yang menikah diumur yang masih sangat muda menjadi korban 
kekerasan, oleh karena itu mari kita menekankan bahwa isu perkawinan anak 
adalah isu perkembangan yang sangat penting. Negara kita tidak akan mampu 
berkompetisi untuk beberapa dekade ke depan jika anak anak kita tidak 
mendapatkan awal kehidupan yang terbaik, perkawinan anak kerap kali 
menyebabkan putus sekolah dengan dampak negatif. Indonesia akan memiliki 
generasi yang kuat jika para ibu juga berpendidikan. Setiap anak perempuan harus 
memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka. 
Hampir bisa dipastikan bahwa anak yang yang menikah akan putus 
sekolah. Sedikit sekali jumlah anak yang tetap meneruskan sekolah setelah 
mereka menikah ini berarti anak kehilangan akses terhadap pendidikan. Banyak 
penelitian membuktikan bahwa kurangnya pendidikan akan membawa dampak 
negatif  lebih besar pada anak, karena kemudian aksesnya terhadap pekerjaan juga 
menjadi lebih kecil. Selain itu, dengan bekal pendidikan yang minimal, bagaimana 
kita dapat berharap anak kelak menjadi orang tua yang bisa mendidik generasi 
berikutnya dengan lebih baik, dengan keterbatasan pendidikan, minimnya akses 
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terhadap lapangan pekerjaan, maka lingkaran kemiskinan juga tidak akan dapat 
diputus dengan mudah. Hal ini sangat ironis, ketika anak dipaksa menikah di usia 
sangat dini, pada umumnya alasan orang tua adalah untuk mengentaskan 
kemiskinan, menyelamatkan anak dari kemiskinan keluarganya  dan syukur-
syukur jika bisa membantu perekonomian orangtuanya. Tetapi nyatanya, dengan 
terlalu cepat menikahkan anak, justru menambah anggota keluarga dan tidak 
membuat keluarga  menjadi lebih baik  kehidupan perekonomiannya. Tapi malah 
lebih buruk.  
Berdasarkan fenomena tersebutmaka perlu dan menaril untuk di teliti 
namun peneliti  hanya menekankan perkawinan dibawah umur yang banyak 
terjadi di Kelurahan Pekkabatayang berdampak pada hilangnya hak anak, untuk 
bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai 
Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut HUkum dan Perundang-Undangan 
Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan 
Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016. 
2. Deskripsi Fokus  
Penelitian ini menjelaskan tentang Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum 
dan Perundang-Undangan Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah 
Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 
2015-2016. Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 
tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan setiap warga Negara bertanggung 
jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Perkawinan 
dibawah umur  berarti perkawinan belum mencapai umur dewasa, yang dimaksud 
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disini ialah yang melangsungkan pernikahan dalam masa belum mencapai umur 
dewasa, yakni kematangan untuk menikah, umur antara 18 sampai 20 tahun. 
C. Pokok  Masalah 
1. Bagaimanakah ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban anak dalam 
pendidikan? 
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pendidikan anak dibawah 
umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten 
Pinrang?  
3. Bagaimana hubungan perkawinan anak dengan pendidikan anak dibawah 
umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten  
Pinrang? 
D. Kajian Pustaka 
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa buku yang menjadi 
rujukan utama sebagai bahan perbandingan, diantaranya:  
1. M. Nasir Djamil dalam bukunya yang berjudul Anak Bukan Untuk 
Dihukum, mengemukakan bahwa anak bukanlah untuk di hukum 
melainkan harus diberikan bimbinga dan pembinaan. Sehingga bisa 
tumbuhdan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas 
seutuhnya. Anak adalah anugerah dari Allah swt. Sebagai calon generasi 
penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. 
Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan 
tindakan yang melanggar hokum. Walaupun demikian, anak yang 
melanggar hokum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian 
dimasukkan dalam penjara. 
2. Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul 
Perlindungan Hukum terhadap Anak dan perempuan,menjelaskan bahwa 
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kedudukan anak sebagai generasi penerus cit-cita luhur bangsa, calon-
calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu mendapat perlindungan 
agar memperoleh kesempatan  seluas-luasnya untuk tumuh dan 
berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. 
Setiap anak  selama dalam pengasuhsn orang tua, wali  atau pihak lain 
yang bertanggung jawab atas pengasuhn berarti mendapatkan 
perlindungan dari perlakuan yang tidak benar secara diskriminasi. 
Meniadakan diskriminasi dibutuhkan kesetaraan gander atau pandangan 
bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama 
di segala bidang. 
3. Drs. H. Hamzah Yakub dalam bukunya yang berjudul Reformasi  
Perkawinan Adat dan Agama BUKAMATA (Bugis, Makassar, Mandar. 
dan Toraja) di Sulawesi Selatan,  menjelaskan bahwa  melalui perkawinan 
tersebut maka hendaknya dalam bermasyarakat harus memilih jodoh atau 
pasangan yang ideal dan harus direncanakan secara mantap. Bahwa dala 
membina  rumah tangga yang sakinah mawaddahtan wa rahmah sesuai 
ajaran agama yaitu cinta mesra dan kasih sayang. Cinta tanpa kasih adalah 
khayalan belaka dan cinta kasih tanpa sayang tidak sempurna. Jadi 
ketiganya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya dalam 
membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. 
4. Linda Lee dalam bukunya Sst…It’s Women Trrritory, mengemukakan 
bahwa perempuan katanya adalah makhluk yang susah-susah gampang 
untuk dimengerti. Kadang berbeda antara hati dan yang diucapkan. 
Kadang berubah mood tiba-tiba tanpa alas an yang jelas. Kadang 
menyukai hal-hal yang dianggap “tidak penting”. Kadang bisa membela 
sahabatnya sedemikian hebat bahkan mengalahkan pasangannnya. Kadang 
9 
 
 
 
memiliki mimpi yang mengawang-awang. Kadang sentimental dan sederet 
sifat perempuan lainnya yang “katanya” sulit dipahami.namun dibalik 
kerumitannya, mimpi-mimpi itulah yang kemudian memimpinnya untuk 
menjadi dirinya saat ini. Senti mental pula yang kadang menjadikan 
perempuan menghargai segala sesuatu. 
5. Zumrotin K. Susilo dalam bukunya Pernikahan Anak Status Anak 
Perempuan, mengemukakan bahwa usia dewasa  di atas 18  tahun 
ditetapkan berdasarkan pada Konvensi Internasinal dengan menempatkan 
kematangan seseorang untuk dianggap  sebagai manusia dewasa. Dalam 
masalah perekawinan usia menjadi batasan untuk mencegah terjadinya 
kekerasan terhadap perempuan. 
6. Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Ed. Mengemukakan bahwa Agenda 
reformasi kita masih belum banyak yang berhasil atau belum mulai 
dilaksanaka. Sementara Negara Asia lainnya yang juga mengalami 
bangkit, dan Indonesia masih tetap tertinggal di landasan. 
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban anak 
dalam pendidikan. 
b. Untuk mengetahui pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  pendidikan  anak  
dibawah umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua 
Kabupaten  Pinrang. 
c. Untuk mengetahui  hubungan  perkawinan  anak  dengan  pendidikan 
anak dibawah umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua 
Kabupaten  Pinrang. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Agar anak perempuan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai seorang 
anak. 
b. Mecegah pernikahan anak untuk selamatkan kehidupan perempuan. 
c. Untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa Indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Perlindungan Hak Pendidikan Anak 
1. Pengertian perlindungan  
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata 
lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 
membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti pemeliharaan dan penjagaan.
5
 
Perlindungan hak anak sebagai manusia, anak mempunyai hak hidup yang 
sama dengan manusia lainnya. Bahkan seorang anak juga mempunyai hak yang 
tidak dimiliki oleh orang dewasa. Oleh karena itu, semua elemen maupun keadaan 
harus berpihak kepada kepentingan anak. Seorang anak haruslah dipandang 
sebagai makhluk yang dilindungi, dikembangkan, dan dijamin kelangsungan 
hidupnya. Perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan dan 
memberikan hak-haknya sebagai anak yaitu : dengan  memperhatikan dan 
memberikan hak-haknya sebagai anak yaitu: kebutuhan jasmani, rohani, dan 
sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga dapat 
melakukan cita-cita bangsa. Hak hak anak perlu diperlakukan dan diperhatikan 
secara khusus karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. 
Secara  Internasional diakui tentang adanya hak anak. Hak-hak anak 
dituangkan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang 
Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44 yang selanjutnyatelah dituangkan 
dalam Resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 Desember 1989.
6
 Konvensi Hak anak ini 
                                                 
5
Prof. Dr. H. Syamsu Yusuf  LN., M.Pd., Psikologi Perkembangan Anak dan 
Remaja(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015),h.69 
6
Zumrotin K. Susilo, Pernikahan Anak Status Anak Perempuan(Yogyakarta:Yayasan 
Jurnal Perempuan, 2016), h. 160 
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merupakanhukum internasional yang mengikat negara peserta (state parties), 
termasuk Indonesia  
Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang 
berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme 
implementasi hak anak oleh negara peserta meratifikasi Konvensi hak anak. 
Konvensi  anak merupakan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak 
agar dapat tumbuh secara wajar. 
Hak terhadap perlindungan dalam Konvensi hak anak merupakan hak anak 
yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis 
pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan 
lingkungan sosial mereka. Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak anak yang 
meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran 
bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.  
2. Pengertian pendidikan  
Menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga 
memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang 
diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat  dan tepat di dalam berbagai 
lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik 
dalam segala aspek kehidupan, adalah tujuan pendidikan. 
Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS No.20 tahun 
2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan 
dirinya dan masyarakat
7
. 
                                                 
7
Mujamil Qomar, Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan 
Pendidikan(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012),h.19-21 
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Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal  dari kata 
‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai 
arti proses atau cara perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan 
adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 
dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
8
 
3. Dasar Hukum Pendidikan Anak Usia Dini  
Anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang yang 
dimilikinya antara lain: agama, sosial-emosional, bahasa, motorik kasar dan 
motorik halus, serta kemandirian; memiliki dasar-dasar aqidah yang lurus sesuai 
dengan ajaran agama yang dianutnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku 
yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai 
dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta memiliki motivasi dan 
sikap belajar positif. 
Landasan keilmuan pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus 
meliputi aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan terkait dengan 
perkembangan anak. Konsep keilmuan bersifat isomorfis artinya kerangka 
keilmuan dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari 
beberapa disiplin ilmu diantaranya psikologi, sosiologi, fisiologi, antropologi, 
ilmu pendidikan anak, humaniora, kesehatan, dan gizi serta neurosains (ilmu 
tentang perkembangan otak manusia). Dalam mengembangkan potensi belajar 
anak, harus diperhatikan aspek-aspek pengembangan yang akan dikembangkan 
sesuai dengan disiplin ilmu yang saling berhbungan dan terintregrasi sehingga 
diharapkan anak dapat menguasai beberapa kemampuan dengan baik.  
Masa usia dini merupakan masa perletak dasar atau pondasi awal bagi 
pertumbuhan dan perkembangan. Artinya masa kanak-kanak bahagia merupakan 
                                                 
8
Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Ed, Membenah Pendidikan Nasional(Jakarta:PT Rineka 
Cipta, 2002,h. 35-37 
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dasar keberhasilan di masa datang dan sebaliknya. Agar pertumbuhan dan 
perkembangan tercapai secara optimal, dibutuhkan situasi dan kondisi yang 
kondusif pada saat memberikan stimulasi dan upaya-upaya pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan anak. 
B. Hukum dan Perundang-undangan 
1. Pengertian Hukum  
Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah 
laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek 
terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum 
mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.  
Hukum peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan 
tujuan untukmengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, 
mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa 
adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat 
berhak memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai 
sebuah peraturan atau ketetapan ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis 
untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang 
melanggar hukum. 
2. Pengertian Perundang-Undangan 
Pengertian perundang-undangan dalam konteks Negara Indonesia, adalah 
peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang 
berwenang dan meningkat secara umum. 
Perundang-undanga adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga 
Negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-
undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antar warga Negara, antar 
warga Negara dan Negara, sera antar warga Negara dengan pemerintah (pusat dan 
daerah), dan antar lembaga Negara. 
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Peraturan perundang-undangan nasional adalah suatu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu Negara, seperti Negara 
Indonesia. Jadi, peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan 
yang dibuat oleh lembaga-lembaga Negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh 
seluruh warga Negara dalam lingkup nasional. Oleh karena itu, peraturan 
perundangundangan berlaku bagi semua warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. 
Pertauran perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa 
dan bernegara.Oleh karena itu, semua warga Negara wajib menaati peraturan 
perundang-undangan. 
B. Anak di Bawah umur 
1. Pengertian Anak di Bawah Umur 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 
keturunan kedua. Dalam konsinderan UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak, dikataan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan  Yang 
Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi 
muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan 
sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada 
masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung 
jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-seluasnya untuk 
tumbuh  dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social, dan 
berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 
serta adanya perlakuan tanpa diskriminas. 
Dari penjelasan tersebut, dapat diketaui bahwa pembuat undang-undang 
(DPR dan pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap 
perlindungan anak.Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah 
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Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin 
kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2001 tersebut, 
jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab  untuk meningkatkan efektifitas 
perlindungan anak.  
Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus 
bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perungang-undangan 
yang berlaku. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Asasi 
(Convention on the Right of the Child), maka definisi anak:”Anak berarti setiap 
manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku 
pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak memberikan  definisi anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.
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C. Pengertian Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, Pasal 7 Perkawinan hanya diiznakan pihak pria sudah mencapai 
umur 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
(enam belas) tahun. 
Perkawinan atau nikah didambakan oleh anak cucu Adam dan Hawa 
perkawianan adalah aspek biologis untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia, 
aspek biologis ini pulah yang dapat mengembangkan jumlah manusia atau jumlah 
penduduk diatas bumi ini.Didalam hubungan seksual itu harus terkehendaki 
melalui perkawinan atau nikah agar manusia jangan terjerumus pada godaan 
syaithan. 
                                                 
9
M. Nasir Djamil, Anak BukanUntuk Dihukum(Jakarta:Sinar Grafika, 2015),h.8-10 
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Dengan demikian melalui perkawinan tersebut maka hendaknya dalam 
bermasyarakat harus memilih jodoh atau pasangan yang ideal dan harus 
direncanakan secara mantap. Bahwa dala membina rumah tangga yang sakinah 
Mawahddatan wa Rahmah sesuai ajaran agama yaitu cinta mesra dan kasih 
sayang. Cinta tanpa kasih adalah khayalan belaka dan cinta kasih tanpa sayang 
tidak sempurna.Jadi ketiganya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan 
lainnya dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.
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2. Pengertian Perempuan 
Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang 
karena persaannya yang halus.Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, 
kelembutan serta rendah hati dan memelihara.Demikianlah gambaran perempuan 
yang terdengar di sekitar kita. 
 
ُ
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َ
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َ
ق
َ
تْع
َ
أ َّم
ُ
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َ
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َ
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َ
ف 
ٌ
ةَيِراَج 
ُ
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َ
ل 
ْ
ت
َ
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َ
ك ْنَم
اَرْج
َ
أِِن  
Terjemahnya: 
"Siapa yang memiliki budak wanita lalu memberikan hak-haknya dan 
bersikap baik kepadanya kemudian dia bebaskan lalu dinikahinya maka 
baginya mendapat dua pahala".
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Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan 
pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif 
terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat 
perempuan.
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Drs. H. Hamzah Yakub, Reformasi Perkawinan Adat dan  Agama Bukamata, (Cet. I; 
Ujung Pandang: Perpustakaan Khusus, 1999). h. 2. 
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Hadits Bukhari No. 2358 
12Linda Lee, Sst… It’s Women Territory, (Cet. I; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 
2015) h.1 
18 
 
 
 
3. Kekerasan Terhadap Perempuan 
Ketika Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengumumkan Kampanye 
16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, tanggal 25 November-10 Desember 
2013 lalu, menjadi bagian terpenting bagi perempuan untuk terbebas dari tindak 
kekerasan. Banyak lembaga perempuan yang menyuarakan anti kekerasan ini, tapi 
hasilnya belum begitu maksimal.Sebab, sampai hari ini kekerasan masih saja 
dialami oleh perempuan.Terutama kekerasan yang menjadi dalam rumah tangga, 
tradisi yang masih mengagungkan kaum laki-laki dan menganggap perempuan 
adalah makhluk lemah, serta isteri harus nurut dan manut pada suami, menjadi 
senjata ampuh berlangsungnya tindak kekerasan ini. 
Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut. Sekalipun UU 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah ada, namun penerapanyadi 
tengah-tengah masyarakat belum berjalan secara maksimal.Sementara itu 
Perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi 
yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus 
bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah. 
Penanganan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan sosialisasi 
KDRT perilu berkesinambungan yang melibatkan kaum pria, serta menghilangkan 
paham-paham bahwa perempuan itu menurut saja.Perlu ketegasan para penegak 
hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan.Selama 
ini, hukuman itu tampaknya belum berjalan sempurna.Perihal bukti-bukti autentik 
yang dibutuhkan pihak berwenang sering kali mementahkan kembali kekerasan 
itu.Apalagi korban memberikan pengaduan sudah melewati masa kesembuhan 
dari perilaku kekerasan itu.Sekalipun undang-undang soal kekerasan itu sudah 
ada, tetapi kenyataan, sampai saat ini kekerasan masih terjadi.Perlu ada lembaga 
yang menangani secara intensif pengaduan korban, paling tidak lembaga yang 
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menerima dengan cepat pengaduan korban dan langsung memberikan 
perlindungan. 
Lembaga tersebut menangani pasangan pranikah. Di lembaga ini, 
pasangan yang akan meniti rumah tangga diberikan tes dan bimbingan berkaitan 
dengan kesepian berumah tangga. Hal ini sangat perlu, untuk melihat apakah 
pasangan itu telah memiliki ilmu kerumahtanggaan yang kelak menjadi benteng 
bagi mereka untuk tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah 
tangga.Kekerasan itu bukan hanya dilakukan para suami.Istri juga punya potensi 
melakukan tindak kekerasan, misalkan memaksakan pemenuhan materi yang tidak 
sebanding dengan kemampuan suami. 
Dengan adanya lembaga ini, secara otomatis memberikan kewenangan 
penuh bagicalon suami-istri untuk bisa mendapat izin menikah dari lembaga 
perkawinan.Siapa yang menangani lembaga ini?Bisa saja dari dapartemen agama, 
organisasi perempuan atau LSM yang bertujuan menghilangkan kekerasan dalam 
rumah tangga. Selain usia yang matang, kesehatan dan bekal pengetahuan yang 
cukup akan menekan tingkat kekerasan karena dua belah pihak sudah tahu mana 
yang boleh dilakukan dan mana yang bertentangan dengan hukum.  
Banyak sekali korban kekerasan itu muncul akibat persoalan ekonomi 
yang masih bergantung pada kemampuan pasangan.Hal ini berakibat kekuatiran 
diri untuk membela diri pada saat masalah timbul dalam rumah tangga, hingga 
akhirnya menerima saja diperlakukan kasar oleh pasangan, karena takut tidak bisa 
menafkahi diri jika pasangan tidak lagi memberikan uang. Melihat kenyataan ini, 
perlu memberdayakan diri terutama masalah kemampuan  berwira usaha, 
seandainya tidak memungkinkan untuk bekerja di lembaga tertentu. Memang, 
banyak yang sudah melakukan pembinaan bagi perempuan untuk bisa melakukan 
pekerjaan sampingan.Hal ini sebagai upaya untuk mampu mandiri dan 
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memperoleh penghasilan.Seandainya ekonomi mulai mapan, bukan berarti kasar 
kepada suami dan bertindak sewenang-wenang. Hal ini akan berdampak buruk 
lagi. Oleh sebab itu, dalam perjalanan berumah tangga di perlukan kearifan dan 
saling pengertian hingga terhindar dari kekerasan. 
Naskah awal Piagam PBB (1942 dan 1943) memuat ketentuan tentang hak 
asasi manusia yang harus dianut oleh negara mana pun yang bergabung di dalam 
organisasi tersebut, namun sejumlah kesulitan muncul berkenaan dengan 
pemberlakuan ketentuan semacam itu. Lantaran mencemaskan prospek kedaulatan 
mereka, banyak negara bersedia untuk “mengembangkan” hak asasi manusia 
namun tidak bersedia “melindungi” hak itu. Akhirnya diputuskan untuk 
memasukkan sedikit saja acuan tentang hak asasi manusia di dalam Piagam PBB 
(UN Charter), disamping menugaskan  Komisi Hak Asasi Manusia (Commission 
on Human Rights) komisi yang dibentuk PBB  berdasarkan sebuah ketetapan di 
dalam piagam tersebut untuk menulis sebuah pernyataan internasional tentang hak 
asasi manusia. Piagam itu sendiri menegaskan kembali “keyakinan akan hak asasi 
manusia yang mendasar, akan martabat dn harkat manusia, akan persamaan hak 
antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil”.13 
D. Hak-Hak Anak 
1. Hak-hak Anak untuk Anak 
Konvensi Hak Anak (Convention of Right of The Child) telah disahkan 
oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 
November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) 
pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrument 
yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai 
kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian 
                                                 
13
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,(Cet.I; Bandung: 
PT Refika Aditama, 2010), h. 22-24 
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internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak 
politik, hak ekonomi, dan hak budaya. 1 Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, 
sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup 
panjang dimulai dari usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan Mrs. 
Eglantynee Jebb, pendiri Save the Children Fund.Setelah melaksanakan 
programnya merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama, 
Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis: “Saya 
percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan 
memperjuangkannya untuk mendapatkan hak universal”. 
“Pada Tahun 1923, Seorang Tokoh Perempuan Bernama Eglantyna Jebb, 
Membuat 10 Pernyataan Hak-Hak Anak.1924 Disahkan Sebagai 
Pernyataan Anak Soleh Liga Bangsa-Bangsa (Lbb), 1959 Diumumkan 
Pernyataan Hak-Hak Anak Soleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
tahun 1979 Diputuskan Adanya Hari Anak Internasional, tahun 1989 
Disahkan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Oleh PBB, tahun 1990 
Indonesia Meratifikasi Kha Melalui Keppres No. 36/1990 Tertanggal 25 
Agustus 1990”14 
2. Hak-Hak Anak 
Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang 
khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran 
dankehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang 
cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, 
pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya 
sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.
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Terjemahnya: 
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 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Buku Saku  
Hak-hak Anak untuk Anak,(Makassar: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kota Makassar, 2016), h. 9 
15
Di dalam Naskah Akademik RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.”16 
Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari 
masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM 
adalah instrumen internasional HAMyang memiliki sifat universal, dalam arti 
setiap hak-hak  yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di 
dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak 
ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerluka 
pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan 
pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.  
Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat 
melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih 
terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam 
memenuhi hak-hak anak.  
Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertingi telah 
menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”17. 
Dengan dicantumkannya hak-hak anak tersebut dalam batang tubuh 
konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak 
merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam 
kenyataan sehari-hari. 
Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 
15 pasal
18
 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU 
                                                 
16
Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 224), dari Shahabat Anas bin Malik 
radhiyallahu ‘anhu, lihat Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3913). Diriwayatkan pula oleh Imam-
imam ahli hadits yang lainnya dari beberapa Shahabat seperti ‘Ali, Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, Ibnu 
Mas’ud, Abu Sa’id al-Khudri, dan al-Husain bin ‘Ali radhiyallaahu ‘anhum 
17
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2)  
18
Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak anak terdapat dalam Pasal 52-66 
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menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentam terhadap pelanggaran 
HAM.  
Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur 
secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak 
Anak. Dalam pasal 1 butir 12UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, 
disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara’’. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
sendiri merupakan bentuk  konkretisasi dari pelaksaaan Konvensi Hak-Hak Anak 
yang telah diartifikasi oleh Indonesia.  
Degan peratifikasain konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan 
Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of 
Child (konvensi hak-hak anak/ KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia 
terikat secara hukum untuk melaksakan ketetuan yang termaktuk dalam konvensi 
hak-hak anak.  
Menurut Erna Sofyan Sukrie, negara-negara pihak (yang telah meratifikasi 
KHA) wajib menerapkan denga melakukan harmonisasi hukum:
19
 
1. Memeriksa dan menganalisis perundang-perundangan yang ada dan 
yang masih dalam proses perencanaan/ pembentukannya.  
2. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan 
pelaksanaan konvesi hak anak.  
3. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan konvensi 
hak anak dengan perundang-undangan Indonesia.  
                                                 
19
Erna Sofyan Syukrie, “Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak AnakDitinjau dari Aspek 
Hukum,”makalah dalam Lokalnya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Unicef 
dan Kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 Okober 2 November 1995, h. 
32. 
24 
 
 
 
4. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi 
perlu penyempurnaan atau pelaksaaan yang tepat.  
5. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan 
untuk mengefektifitaskan pelaksaan konvensi hak anak/ penyelarasan 
konvensi hak anak denga perumdang-undangan Indonesia.  
Maka sebagaimana telah di sebutkan, upaya perlindungan hak anak telah 
diakomodir dalam UUD 19945 Pasal 28 B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan 
diatas, juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 
2003 tentang perlindungan anak.  
Berdasarkan  Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat 
dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak,antara lain
20
 
a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk 
melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Life) dan hak untuk 
memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 
Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa: 
1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak 
dilahirkan. 
2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal 
inidianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. 
3) Kewajiban Negara  untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk 
salah perlakuan (abuse). 
4) Hak anak-anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh 
pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus. 
                                                 
20
Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak 
dalamPerspektif Konvensi Hak Anak,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 35 
 
 
25 
 
 
 
5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan 
tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk 
memenuhinya. 
6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk  menjamin 
agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku 
wajib. 
7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan 
narkotika. 
8) Hak anak atas perlindungan eksplotasi dan penganiyayaan seksual 
termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. 
9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah, 
penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak. 
b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam 
konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan 
kekerasana dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi 
anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain: 
1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi tehadap 
hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan 
hak anak penyandang cacat. 
2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan 
keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala 
bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan 
bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dan 
keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, 
pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, 
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perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, 
dan penahanan semena-mena. 
c. Hak anak tumbuh kembang (Development Rights) yaiyu hak-hak anak dalam 
Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan 
nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi 
perkembangan fisik, mental, sporitual, moral dan sosial anak (the rights of 
standar of living). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu: 
1) Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information)  
2) Hak memperoleh pendidikan ( the rights to education) 
3) Hak bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation) 
4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in 
cultural activies) 
5) Hak untuk kebebasan berpikir (conscience), dan beragama (the rights to 
thougt and religion) 
6) Hak untuk pengembangan kepribadian (the rights to personality 
development) 
7) Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity) 
8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (the rights to health and physical 
development) 
9) Hak untuk didengar pendapatnya (the rights to be heard) 
10) Hak untuk/atas keluarga (the rights to family) 
d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang 
meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang  
mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freelyin all 
matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak 
anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan 
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pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi 
makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain: 
1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas 
pendapat   
2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk 
berekspresi  
3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung  
4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi 
dari informasi yang tidak sehat 
Sementara itu, hak-hak anak di indonesia secara umum ditentukan dalam 
pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan 
Anak, antara lain : 
1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipas secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi  
2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan 
3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usinya, dalam 
bimbingan orang tua 
4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 
diasuh oleh orang tuanya sendiri 
5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakatnya 
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6) Setiap anak berhak memperoleh  pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial 
7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan 
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus 
8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan 
dan usinya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan 
9) Setiap anak berhak untuk beristirahat danmemanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi 
sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri 
10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh  rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial 
11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 
maupun yang bertanggung  jawab atas pengasuhann, berhak 
mendapatkan mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, 
eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejamana, 
kekerasana, dan penganiyayaan, ketidakadilan, dan perlakuan lainnya 
12) Setiap anak berhak  untuk diasuh  oleh orang tuanya sendiri, kecuali 
jika ada alsan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan  terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir 
13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa 
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bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa 
yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatandalam peperangan 
14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hbukuman yang tidak 
manusiawi 
15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum 
16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan sebagai upaya terakhir 
17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan 
perlakukan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari 
orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 
secara  efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan 
membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum  
18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan 
19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
Sementara itu dalam ajaran islam, seseorang dikategorikan telah dewasa 
apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan 
sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan  Pasal 98 ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun. 
 Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak  
a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan 
dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Alquran Surah Ath-Thalaq 
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ayat (6), yang artiny: “Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka 
nafkahilah mereka sampai melahirkan kandungannya” 
b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang  oleh keluarga, baik  itu 
perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Alquran Surah An-Nahl ayat 
(58-59), yang artinya: Dan apabila sesorang di antara  mereka diberi kabar 
tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) 
mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang 
banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. 
c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun 
setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan 
catatan). Hal ini berdasarkan QS. Al-Isra/ 17:31, yang terjemahannya:”Dan 
janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah 
yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya 
membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. 
Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara 
lain: 
1) Pemeliharaan atas hak beragama (hifzjud dien) 
2) Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs) 
3) Pemeliharaan atas akal (hifzul aql) 
4) Pemeliharaan atas harta (hifzul mal) 
5) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (hifzun nasl) dan kehormatan 
(hifzul ‘ird).21 
Dari berbagai macam ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka 
diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak 
                                                 
21
http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170488-hak-hak-anak-menurut-
islam/#ixzz1zSXacwvM. 
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dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara 
optimal. Selain itu juga, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan  oleh 
nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi 
hak-hak anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi 
Muhammad,”Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan untuk 
membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus didik oleh seorang ibu yang 
tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda “Ibu adalah tiang 
negara” sebab dari ibu yang mampu mendidiklah,lahir para pemimpin muda yang 
tangguh. 
Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin  masa 
depan melalui peran keluarag dan masyarakat sera negara. Pandangan yang 
komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak 
anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam 
praktik keseharian. 
F. Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Islam 
Sebenarnya, dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia 
pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua 
boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun.Namun karena 
pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia 
dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan.Anak 
perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk 
memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh 
atau sudah melalui masa haid.Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih 
kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan). 
Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii. Dasar 
dari itu semua adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. 
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Beberapa riwayat menyebutkan, Aisyah dinikahkan dengan Nabi pada usia 6 
tahun, dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Sementara waktu itu Nabi 
sudah berusia senja, sudah 50-an tahun. 
Al-Quran dan Sunnah Nabi saw, tidak menetapkan usia tertentu untuk 
perkawinan. Ini karena pada dasarnya, Al-Quran tidak merinci persoalan-
persoalan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan masa atau 
perbedaan situasi dan pelaku.Yang dirincinya adalah hal-hal yang dibutuhkan 
manusia tetapi tidak dapat terjangkau oleh nalarnya.Dalam konteks perkawinan, 
Al-Quran dan Sunnah antara lain menetapkan tujuan perkawinan. Suami dan istri 
menurut Al-Quran hendaknya topang-menopang (istri-istri adalah pakaian buat 
kamu (wahai suami) dan kamupun pakaian buat mereka (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187 
) dan saling bermusyawarah (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6). Nah bagaimana itu dapat 
diwujudkan kalau istri belum mencapai tingkat mental, emosional, dan spiritual 
yang dapat mendukung tujuan tersebut. 
Istri oleh Nabi diserahi tugas pokok yaitu mengurus rumah tangga. Bahkan 
boleh jadi dewasa ini lebih dari itu, karena pada hakikatnya fungsi keluarga bukan 
hanya reproduksi, atau ekonomi, tetapi lebih dari itu antara lain fungsi sosialisai 
dan pendidikan .Nah, bagaimana mungkin seorang anak berumur enam belas 
tahun yakni belum tamat Sekolah Menengah Atas dapat melaksanakan fungsi 
tersebut, kalau dia sendiri belum siap secara fisik, mental, dan spiritual? 
Jangankan perkawinan, menyerahkan harta kepada anak yatim telah 
mencapai usia dewasa pun tidak diperkenankan Al-Quran (Q.S. an-Nisaa’ [4]: 6) 
walau harta itu adalah miliknya yang berada di tangan wali, kecuali setelah sang 
wali mengujinya dan menemukannya telah mencapai apa yang dinamai oleh Al-
Quran rusyd. Kata ini bukan sekadar berarti kemampuan fisik atau nalar tetapi 
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juga kesehatan mental dan spiritual. Memang bisa saja ada seorang yang telah 
melampaui usia delapan belas atau bahkan dua puluh tahun tapi ia dinilai belum 
dewasa, sehingga belum dapat diberi tanggung jawab. 
Ketetapan hukum yang berlaku di negara-negara berpenduduk muslim 
pun, menyangkut usia tersebut, berbeda-beda. Bahkan dalam satu negara 
perubahan terjadi akibat perkembangan masa.Di Aljazair misalnya pada mulanya 
delapan belas tahun bagi pria dan enam belas tahun bagi wanita, lalu dua puluh 
satu tahun bagi pria dan delapan belas tahun bagi wanita, lalu sembilan belas 
tahun bagi keduanya. 
Perbedaaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: ” Kita 
tidak dapat serta merta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu  walau 
kasusnya sama  karena ada empat fakor yang harus selalau dipertimbangkan 
sebelum menetapkan hukum, yaitu: Masa; Tempa; Situasi; dan Pelaku.Yang 
menikah dengan wanita di bawah umur atau yang membenarkannya -dengan dalih 
bahwa Rasul melakukannya terhadap Aisyah, adalah picik menurut Imam As-
sayuthi dan jahil menunrut mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jumah, bahkan angkuh 
karena dia mempersamakan dirinya dengan Rasul saw. 
Memang tidak semua yang beliau lakukan boleh kita ikuti dan amalkan 
apalagi dalam hal perkawinan. Bahkan di sisi lain, tidak jarang apa yang 
ditetapkan Rasul saw. diubah oleh pakar atau generasi sesudah beliau, karena ada 
perkembangan baru demi meraih kemaslahatan yang lebih besar atau menghindari 
mudharrat. Dalam hal ini cukup banyak contoh yang dapat dikemukakan.Dalam 
konteks usia perkawinan, para pakar harus mampu memelajari perkembangan 
masa dan situasinya sambil memerhatikan tujuan perkawinan serta kondisi 
masyarakat  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian field research, yang mana peneliti ini menitik 
beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. 
Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, 
yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun informan yang lain terhadap 
pernikahan di bawah umur dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang 
berkaitan pembahasan penelitian ini. 
2. Lokasi Penelitian  
Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pinrang Kecamatan 
Duampanua kelurahan Pekkabata dan sidomulyo yang merupakan wilayah yang 
masih minim pendidikan dan minimnya ketersediaan Sekolah. Adapun alasan 
memilih lokasi penelitian ini karena semakin meningkatnya jumlah perkawinan 
dibawah umur yang tidak tercatat pada KUA (Kantor Urusan Agama) di 
Kelurahan  Pekkabata dan sidomulyo, kalau pun ada orang tua yang mendaftarkan 
perkawinan anaknya di KUA (Kantor Urusan Agama) pihak KUA sendiri 
menaikkan usia anak, serta banyaknya anak-anak perempuan yang melaksanakan 
perkawinan dibawah umur dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam hal ini penelitian berusaha membahas objek penelitian dengan 
menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis dalam memahami situasi apa 
adanya, normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena jenis 
penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut penelitian 
memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di 
masyarakat. 
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C. Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian 
ini, yaitu : 
1. Sumber  data primer  
Pengumpulan di peroleh dengan teknik wawancara dengan para narasumber 
di lapangan, dalam hal ini pihak kantor pengadilan agama, pihak kantor camat 
dan kantor kelurahan pekkabata dan anggota masyarakat yang dianggap penulis 
dapat memberikan data dan informasi dalam kaitannya dengan objek kajian ini. 
2. Sumber data sekunder  
Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan 
membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dokumen-
dokumen lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah : 
wawancara, yakni melakukan wawancara secara langsung kepada tokoh  
masyarakat untuk mengetahui masalah yang ada hubungannya dengan pokok 
masalah yang diselidiki. Tujuan wawancara ini adalah mendapat informasi 
yang akurat berkenaan dengan perlindungan hak pendidikan anak menurut 
hokum dan perundang-undangan studi kasus perkawinan anak perempuan 
dibawah umur.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian yang di pakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah : 
1. Wawancara : secara lisan  
2. Dokumentasi : Hp 
3. Observasi : turun langsung ke lapangan  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dari semua data yang terkumpul data primer maupun data sekunder 
selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, 
kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, di pergunakan metode sebagai 
berikut : 
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 
2. Komparatif yang ada umumnya digunakan dalam membandingkan 
perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidak pahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.  
3. Deduktif yang ada pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Kecamatan Duampanua merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada 
di Kabupaten Pinrang yang secara rinci mempunyai batasan-batasan administrasi 
sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang. 
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cempa dan Patampanua 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lappa 
Kecamatan Duampanua yang berada di Sebelah Utara Kabupaten pinrang 
merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, dengan 
luas wilayah 29.189 ha. Dan berada pada ketinggian 0 – 100  meter diatas 
permukaan laut (dpl). Secara wilayah administrasi pemerintahan yang terluas 
adalah Kelurahan Data dengan 4.340 ha. Atau 14, 87% dari wilayah Kecamatan 
Duampanua. Sedangan wilayah terkecil adalah Kelurahan Pekkabata, yaitu 876 
ha. Atau 2,32% dari luas wilayah Kecamatan Duampanua. Berikut rincian 
pembagian wilayah Desa/Kelurahan. 
TABEL 1.1 
PEMBAGIAN WILAYAH DAN LUASDESA/KELURAHAN 
DI KECAMATAN DUAMPANUA 
 
NO Kelurahan/Desa Luas Presentase(%) 
1 
2 
3 
Kelurahan Pekkabata  
Kelurahan Tatae 
Kelurahan Lampa 
678 
1.076 
3.632 
2,31 
3,69 
12,44 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 
Kelurahan Bittoeng 
Kelurahan Data 
Desa Massewae  
Desa Kabballangang 
Desa Katamporang 
Desa Kaliang  
Desa Paria  
Desa Bababinanga 
Desa Battusawe 
Desa Bungi 
Desa Maroneng 
1.170 
4.340 
2.912 
1.532 
3.903 
1.200 
1.790 
1.831 
3.261 
1.161 
704 
4,01 
14,87 
9,98 
5,25 
13.37 
4,11 
6,13 
6,27 
11,17 
3,98 
2,41 
 Jumlah 29.186 100,00 
Sumber Data : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk Kelurahan Pekkabata, tahun 
2016 
2. Keadaan Penduduk dan potensi yang dimiliki 
TABEL 1.2 
PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR DI KECAMATAN 
DUAMPANUA, KEADAAN AKHIR TAHUN 2016 
 
Kelompok 
Umur 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
Persentase 
Terhadap Jumlah 
0 - 4 2.390 2.241 4.631 10.35 
5 – 9 2.390 2.257 4.647 10.38 
10 – 14 2.487 2.486 4.873 11.11 
15 – 19 2.487 2.141 4.254 9.50 
20 – 24 2.113 1.572 3.056 6.92 
25 – 29 1.524 1.435 2.865 6.40 
30 – 34 1.370 1.561 2.957 6.61 
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35 - 39 1.396 1.767 3.168 7.08 
40 – 44 1.401 1.704 3.229 7.21 
45 – 49 1.525 1.482 2.826 6.31 
50 – 54 1.344 1.194 2.194 4.90 
55 – 59 1000 1.028 1.901 4.25 
60 – 64 873 811 1.460 3.26 
65 – 69 487 610 1.097 2.45 
70 – 74 318 414 732 1.63 
75+ 274 460 734 1.64 
JUMLAH 21.541 23.223 44.764 100.00 
Sumber Data : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk Kelurahan Pekkabata, tahun 
2016 
a. Potensi Sosial  
1) Budaya saling tolong menolong (gotong royong) yang merupakan ciri 
khas budaya masyarakat yang menjadi modal dalam rangka pembangunan 
daerah. 
2) Peranan informal leader  
Kepemimpinan tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Duampanua yang 
merupakan potensi social yang dapat menjadi mediator pembangunan  masyarakat 
b. Potensi Ekonomi  
1) Tersedianya tanah dan lahan yang dapat dipergunakan untuk berbagai 
pembangunan  ekonomi. 
2) Potensi pertanian dan peternakan serta perdagangan  
3) Pusat pertumbuhan berupa perdagangan dan jasa.  
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c. Sumber Daya Aparatur  
Sumber daya aparatur sangat mendukung dalam paya menciptakan system 
pelayanan prima kepada masyarakat, karena ketika sumberdaya aparatur yang 
mempunyai kualitas yang baik, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab akan 
terlaksana dengan baik pula. Aparatur akan lebih mudah mencernah setiap 
penyerahan tugas yang diberikan dari pemimpin.  
Kondisi aparatur Kecamatan untuk saat ini sudah dirasakan baik, hal ini 
terlihat dari distribusi tugas pokok dan fungsi yang tlah dapat dilaksanakn atau 
tidak bertumpuk pada salah seorang aparatur: Hanya saja aparatur sering terjebak 
dalam kegiatan rutinitas tanpa berani berinovasi dalam penyelesaian tugas atau 
dengan kata lain apa yang menjadi pekerjaan aparatur terdahulu juga dikerjakan 
oleh aparatur sekarang meskipun apa yang dikerjakan ternyata salah. 
d. Sarana dan Prasarana  
Untuk menunjang terwujudnya system pelayanan prima kepada masyarakat, 
maka sarana dan  prasarana  harus mendukung karena ketika ketika sarana dan 
prasarana mendukung, maka akan lebih mempermudah aparatur Kecamatan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
3. Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Tabel I.3 
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
Dirinci Tiap Kelurahan/Desa, Keadaan Akhir Tahun 2016 
 
NO KELURAHAN/DESA LAKI-LAKI PEREMPUAN  JUMLAH 
1 
2 
3 
4 
5 
BABA BINANGA 
PARIA 
TATAE 
KALIANG 
PEKKABATA 
729 
1.515 
1.968 
1.079 
2.723 
786 
1.633 
2.122 
1.163 
2.936 
1.515 
3.148 
4.090 
2.242 
5.659 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
KATMPORANG 
KABALLANGANG 
MASSEWAE 
LAMPA 
BITTOENG 
DATA 
MARONENG 
BUNGI 
BUTTU SAWE 
BARUGAE 
1.184 
1.173 
1.651 
2.053 
1.387 
2.196 
655 
1.314 
1.304 
646 
1.276 
1.228 
1.779 
2.251 
1.494 
2.367 
705 
1.416 
1.406 
697 
2.460 
2.365 
3.430 
4.268 
2.881 
4.563 
1.360 
2.729 
2.710 
1.344 
JUMLAH 2016 
                2015 
                2014 
21.541 
21.375 
21.313 
23.223 
23.047 
23.925 
44.764 
44.422 
44.265 
Sumber Data : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk Kelurahan Pekkabata, tahun 
2016 
4. Tingkat Pendidikan  
Penduduk Kecamatan Duampanua Kelurahan Pekkabata sebagian besar 
adalah suku Jawa, Bugis dan Patinjo. 
Menurut Data yang penulis peroleh dari kantor kecamatan duampanua 
kelurahan pekkabata, bahwa jumlah penduduk 5.659 Jiwa, yang secara 
keseluruhan merupakan warga Indonesia. 
Tabel I.4 
Tingkatan Pendidikan Kelurahan Pekkabata,Tahun 2016 
Tingkatan Pendidikan  Laki-Laki Perempuan  
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 64 orang  68 orang  
Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK 394 orang 204 orang  
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Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah  36 orang 22 orang  
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 684 orang  185 orang  
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah  81 orang  232 orang  
Usia 18-56 tahun pernah sd tetapi tidak tamat 
sd/sederajat 
52 orang  142 orang  
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 115 orang  322 orang  
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 164 323 
Tamat SMP/sederajat 3621 32 
Tamat SMA/sederajat 28 12 
Tamat D-1/sederajat 8 1 
Tamat D-2/sederajat 2 2 
Tamat D-3/sederajat 2 4 
Tamat S-1/sederajat 5 3 
Tamat S-2/sederajat 4 - 
Tamat S-3/sederajat - - 
Tamat SLB A - - 
Tamat SLB B - - 
Tamat SLB C - - 
Sumber Data : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk Kelurahan Pekkabata, tahun 
2016 
5. Keadaan Agama  
Sebelum lebih jauh dikemukakan tentang keadaan keagamaan di Kabupaten 
Pinrang Kecamatan Duampanua Kelurahan Pekkabata terlebih dahulu dipaparkan 
pengertian agama itu sendiri 
a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang 
harus dipatuhi. 
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b. Pengakuan terhadap kekuatan gaib yang mengusai manusia. 
c. Mengikatkan terhadap pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan 
pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan mempengaruhi 
perbuatan-perbuatan manusia. 
Dari rumusan-rumusan tersebut dapat dipahami bahwa agama merupakan 
suatau pegangan dan pedoman dalam kehidupan manusia, dan ini harus dimiliki 
manusia jika ia menghendaki hidup tentram dan damai, sebagai pilihan hidup. 
Namun untuk lebih jelasnya mengenai pemeluk agama di kelurahan 
pekkabata dapat dilihat pada table sebagai berikut: 
 
Table I.5 
Banyaknya Penduduk Menurut Agama Dirinci Tiap Kelurahan/Desa, Keadaan 
Akhir Tahun 2016 
 
Kelurahan 
/Desa 
Agama 
JUMLAH 
Islam Katolik Protestan Hindu/Budha 
01. Baba Binanga 1.515      1.515 
02. Paria 3.148   4   3.144 
03. Tatae  4.090      4.090 
04. Kaliang  2.242      2.242 
05. Pekkabata  5.659   53   5.606 
06. Katomporang  2.460      2.460 
07. Kaballangan  2.365   67   2.298 
08. Massewae  3.430   9   3.421 
09. Lampa  4.268      4.268 
10. Bittoeng  2.881      2.881 
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11. Data  4.563      4.563 
12. Maroneng  1.360      1.360 
13. Bungi  2.729   3   2.726 
14. Buttu Sawe  2.710      2.710 
15. Barugae  1.344      1.344 
JUMLAH 44.764  136  44.628 
Sumber Data : Hasil Pengolahan Registrasi Penduduk Kelurahan Pekkabata, tahun 
2016 
6. Pertanyaan Wawancara 
Tanggal 9 Maret 2017 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua 
Kabupaten Pinrang
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1. Adakah anak yang menikah atau dinikahkan pada usia kurang dari 15 
tahun? 
2. Apakah faktor penyebab anak dinikahkan pada usia kurang dari 15 tahun? 
3. Apakah pemicu anak menikah usia dini? 
4. Apakah pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama? 
5. Bagaimana pendidikan anak setelah menikah dan hubungannya dengan 
perkawinan anak?  
6. Apakah kegiatan anak setelah putus sekolah akibat pernikahan dibawah 
umur? 
B. Ketentuan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Anak Dalam Pendidikan 
Konsep dan Konteks pendidikan di Indonesia Sama halnya dengan hak 
atas kesehatan, hak anak atas pendidikan terletak pada ranah hak asasi manusia 
(HAM). Sehingga akan memudahkan pula untuk melihat kerangka besar peran 
negara dalam mengatur hak-hak ini dalam suatu relasi segitiga antara negara, 
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penyedia jasa, dan pengguna jasa.Dengan kerangka ini, Undang-Undang Dasar 
1945 memuat enam hal yang terkait dengan hak anak atas pendidikan, sebagai 
berikut: 
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD) 
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2) UUD). 
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 
undang-undang (Pasal 31 ayat (3) UUD). 
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 ayat (4) UUD). 
5. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (1) 
UUD). 
6. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (Pasal 28C ayat (1) 
UUD). 
Dalam melaksanakan kewajibannya ini, pemerintah mengelola pendidikan 
secara umum di Indonesia melalui Departemen Pendidikan.Departemen 
Pendidikan memberikan panduan dan standar dalam pelaksanaan pendidikan serta 
menyediakan pula secara langsung fasilitas pendidikan agar akses pendidikan 
terbuka seluas-luasnya. 
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Pada dasarnya, sistem pendidikan nasional Indonesia mengenal tiga 
jenjang pendidikan, yaitu: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi. Namun di luar itu, dikenal pula adanya pendidikan prasekolah, 
pendidikan luar biasa, dan pendidikan informal.Minimum pendidikan yang wajib 
difasilitasi oleh pemerintah adalah pendidikan dasar. Karena kewajiban ini, 
pemerintah dengan bantuan dana dari luar negeri mendirikan sekolah-sekolah 
dasar di tempat-tempat tertentu.
23
 
Menurut penulis hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang berbunyi: 
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2) UUD)”. 
Pendidikan dasar dalam hal ini adalah pendidikan jenjang pendidikan awal 
selama Sembilan tahun masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar 
bagi jenjang pendidikan menengah.Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 
tahun. 
Saat ini, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang khusus mengatur 
mengenai sistem pendidikan nasional.Di dalam Undang-undang inilah diatur 
beberapa asas, tujuan, upaya pembiayaan, jenjang pendidikan, dan lain 
sebagainya.Program wajib belajar diistilahkan untuk mendorong anak-anak 
bersekolah selama minimum sembilan tahun.Program wajib belajar, 
sesungguhnya merupakan skema bagi pemerintah untuk membuat kewajiban itu 
berjalan dengan menyediakan sarana yang dibutuhkan.
24
 
Namun kondisi di lapangan tidak demikian.Pada tahun 2004 misalnya, 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional Indradjati 
Sidi mengemukakan bahwa 30 persen bangunan sekolah dasar rusak atau dalam 
keadaan hampir rubuh. Kebanyakan bangunan sekolah dasar tidak dapat 
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Kasim Boyadhi, kepala sekolah SD 28 duampanua, wawancara di SD 28 Kel.Pekkabata 
Kec.Duampnua Kab.Pinrang, 9 maret 2017 
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digunakan dengan aman dan aktivitas belajar mengajar harus dilakukan di tempat 
terbuka karena pemerintah tidak mengalokasikan dana yang memadai untuk 
merenovasi sekolah-sekolah tersebut. Padahal alokasi dana untuk pendidikan di 
Indonesia sebesara 20 persen dari APBN. 
Kritik terhadap anggaran pendidikan ini kemudian dicoba dijawab dengan 
program kompensasi subsidi bahan bakar minyak (BBM).Kompensasi BBM 
diberikan pada bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan desa, dan 
bantuan langsung tunai. Dalam hal pendidikan, pemerintah menggunakan skema 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan memberikan anggaran operasional 
untuk sekolah-sekolah negeri dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. 
Namun demikian, masih banyak kendala yang menyebabkan dana BOS tidak tepat 
sasaran. 
Pendidikan untuk anak-anak pengaturannya kebanyakan masih menyentuh 
aspek pendidikan secara umum. Sebab esensi pemberikan pendidikan oleh negara 
memang terletak pada pendidikan dasar dan menengah yang menargetkan usia 
anak (di bawah 18 tahun). Namun kekhususan terletak pada isu lintas wilayah 
pengaturan hak anak yang menjadi gagasan inti perlindungan terhadap anak, yaitu 
hak pada dasarnya terkait dengan hak anak untuk bertumbuh-kembang, 
beristirahat dan bersantai, serta untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain 
dan rekreasi.Di samping itu kekhususan juga diberikan dalam konteks anak-anak 
yang mempunyai keistimewaan atau bakat tertentu karena pendidikan yang baik 
justru harus bisa mengakomodasi keistimewaan ini dalam konteks hak tumbuh 
kembang anak. 
Berbeda dengan bagian sebelumnya mengenai hak atas kesehatan, hak-hak 
anak atas pendidikan dalam bagian ini akan dibahas sebagai isu-isu. Namun untuk 
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memberikan gambaran awal mengenai peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan hak anak atas pendidikan. 
1. Pendidikan khusus yang dimaksud di sini adalah pendidikan bagi anak 
yang mempunyai kelainan fisik atau mental; dan anak dengan bakat 
khusus. Pengaturan yang terkait adalah: 
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
1) Pasal 54: Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh 
perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, 
untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
2) Pasal 55: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, 
dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah 
bimbingan orang tua dan atau wali. 
3) Pasal 60: Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, 
bakat, dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, 
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan 
usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan. 
b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
1) Pasal 51: Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan 
kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan 
biasa dan pendidikan luar biasa. 
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2) Pasal 9 ayat (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 
3) Pasal 9 ayat (2): Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan 
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. 
4) Pasal 52: Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan 
aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. 
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
1) Pasal 32: Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik 
yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 
karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa. Sementara pendidikan layanan khusus 
merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau 
terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana 
alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ketentuan 
mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
2) Pasal 5 ayat (2): Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 
3) Pasal 5 ayat (3): Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan 
khusus. 
4) Pasal 5 ayat (4): Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 
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d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 
1) Pasal 6: Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada 
semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, hak yang sama untuk 
menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, 
terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan 
masyarakat. Selanjutnya dalam Penjelasan disebutkan bahwa Angka 6 
yang mengatur penyandang cacat anak dimaksudkan agar penyandang 
cacat anak memperoleh hak untuk hidup dan menjalani sepenuhnya 
kehidupan kanak-kanak, dalam suatu keadaan yang memungkinkan 
dirinya meningkatkan martabat dan kepercayaan diri, serta mampu 
berperan aktif dalam masyarakat; hak untuk mendapatkan perlakuan dan 
pelayanan secara wajar baik dalam lingkungan keluarga maupun 
masyarakat; hak untuk sedini mungkin mendapatkan akses pendidikan, 
latihan, keterampilan, perawatan kesehatan, rehabilitasi, dan rekreasi 
sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat. 
2) Pasal 12: Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan 
perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada 
satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat 
kecacatan serta kemampuannya. Berkaitan dengan pasal ini adalah Pasal 
29 yang mengatur mengenai sanksi administrasi. Sayangnya, selanjutnya 
dikatakan bahwa bentuk, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PP dan PP 
ini belum ada. 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. 
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C. Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Pendidikan  Anak Dibawah  Umur Di 
Kelurahan Pekkabata  Kecamatan  Duampanua  Kabupaten  Pinrang 
Pelaksanaan Undang-undang sistem pendidikan nasional, yang lahir UU 
No.20 tahun 2003 secara tersurat telah disebutkan denga jelas posisi warga 
Negara, orang tua, dan pemerintah. Ketiga komponen ini memiliki posisi dan 
fungsinya masing-masing. 
Pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya segala 
yang terkait dengan pendidikan, harus diusahakan oleh pemerintah.Mulai dari 
penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar, bahkan pemerintah memilki 
tanggung jawab moral untuk memaksa warga untuk mengenyam pendidikan. 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa sampai banyak terjadi 
kasus putus sekolah.Salah satu diantaranya karena dijodohkan.Seperti pengakuan 
beberapa anak perempuan di kel.pekkabata kec.duampanua kab.pinrang.salah 
satunya Hasna, anak perempuan asal Pekkabata, Pinrang, akhirnya menikah 
dengan Nasrih. Saat itu, usia Hasna baru 14 tahun, sedangkan Nasrih tujuh tahun 
lebih tua darinya. Hasna terpaksa menikah di usia yang masih sangat belia karena 
dijodohkan oleh orangtuanya. Akibatnya, pendidikan Hasna terbengkalai karena 
ia harus putus sekolah. Dari kisah di atas kita dapat mengambil poin penting 
bahwa pernikahan anak di bawah usia 18 tahun memiliki beberapa dampak buruk, 
salah satu yang terburuk adalah dampak pendidikan. Bagaimana seorang gadis 
yang seharusnya melaksanakan haknya bersekolah dipaksa untuk melakukan 
pernikahan di usia yang masih belia.Dalam kasus Hasna, dia mengatakan bahwa 
sebenarnya dia ingin tetap menikmati bangku sekolah.“Tadinya ada keinginan 
untuk melanjutkan sekolah, tapi kan sudah punya anak, jadi ndak jadi.Yang ada 
malah kepikiran anak nanti kalau lanjut sekolah,”ujarnya.25 
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Hasna, masyarakat, wawancara, Kel.Pekkabata Kec.Duampnua Kab.Pinrang, 9 maret 
2017. 
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Keinginan Hasna untuk bersekolah  sangatlah tinggi karena memang itulah 
salah satu haknya sebagai anak perempuan.Namun, karena perjodohan yang tidak 
sepenuhnya diinginkanya,  hak bersekolah akhirnya sirna, terlebih dengan adanya 
buah hati berkat pernikahannya dengan Nasrih. 
Menurut pasal 1 Undang-undang  No.35 tahun 2014 tentang perlindungan 
anak: 
“anak adalah semua orang yang berusia 18 tahun ke bawah, termasuk yang 
masih di dalam kandungan”.  
 
Jika mengikuti aturan tersebut, Hasna masih tergolong anak-anak dan 
pernikahan anak jelas menyalahi Undang-undang tersebut.Parahnya, pemerintah 
turut andil dalam menyukseskan pernikahan anak. Putusan Judicial Review 
Mahkamah Konstitusi No 30-74/PUU-XII/2014 menolak kenaikan usia 
pernikahan anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun yang tertuang dalam UU 
Pernikahan No. 1 Tahun 197 pasal 7 ayat 1. 
Pengakuan lain Datang dari Uni seorang ibu rumah tangga belia. mengurus 
anak, dulu saya yakin mau diajak  menikah karena saya pikir kan suami lebih tua, 
dia bisa membimbing saya , saya pikir begitu. Alhamdulillah kan jadi kalau ada 
selisih paham pasti salah satu ada yang mengalahlah,  selisih paham paling kadang 
kan saya tidak suka kalau suami  nongkrong-nongkrong di luar   begitulah, paling 
kata suami, begitu saja dipermasalahkan. Tapikan saya tidak suka. Tidak sukanya 
saya maunya dia itu lebih perhatian sama anaknya, ke saya juga.
26
 
Menurut hemat penulisRendahnya kepemimpinan perempuan dalam ruang  
publik merupakan penyumbang dari dalam pendidikan, perempuan masih 
terpinggir dalam arena kepemimpinan pendidikan.  
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Uni, masyarakat, wawancara, Kel.Pekkabata Kec.Duampnua Kab.Pinrang, 9 maret 
2017. 
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D. Hubungan  Perkawinan  Anak  Dengan  Pendidikan  Anak Dibawah Umur 
Pendapat umum masih mengamini pandangan bahwa tingginya jumlah 
pernikahan anak usia di bawah 18 tahun adalah karena faktor budaya, termasuk di 
dalam faktor agama dan faktor ekonomi. Tetapi, sampai abad-21 saat ini, ternyata 
pernikahan anak masih cukup tinggi, termasuk Indonesia. Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa sampai April 
2015 pernikahan anak usia 15-19 tahun mencapai 46%, sementara pernikahan 
anak dibwah 15 tahun sebesar 5%. Jumlah tersebut adalah proporsi dari 2,3 juta 
pasangan menikah setiap tahun.  
Meskipun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1954 
secara tersurat menentang pernikahan anak, namun praktiknya masih berlangsung 
di berbagai belahan dunia. Hal ini menandakan bahwa perlindungan hak asasi 
anak masih terabaikan. Penerapan undang-undang yang melarang praktik 
pernikahan anak pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat-istiadat 
serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. 
Pernikahan anak merupakan masalah sosial,ekonomi, dan pokitik yang 
diperumit oleh praktik-praktik tradisi dan budaya.Stigma sosial mengenai 
pernihakan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan 
tertentu, menigkatkan pula anhka penikahan anak. Kebutuhan dan kepentingan 
ekonomi, yakni harapan tercapainya keamanan sosial setelah menikah, 
menyebabkan banyak orang tua yang menyetujui bahkan mendorong pernikahan 
anak-anak mereka. Dorongan kepentingan lainnya, pernikahan anak dilakukan 
dengan maksud mempererat tali kekeluargaan dengan menjdohkan anak sejak 
mereka masih kanak-kanak. Secara umum, pernikahan anak terjadi di keluarga 
miskin dan sebagian besar kasusunya terjadi di Negara-negara berkemabang atau 
di Negara-negara di mana norma agama menjadi pedomana utama petnikahan. 
Negara-negara dengan kasus pernikahan anak yang tinggi pada umumnya adalah 
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Negara-negara dengan produk domestic bruto yang rendah. Pernikahan anak 
membuat keluarga, masyarakat, bahkan Negara, mengalami kesulitan melepaskan 
diri dari jerat kemiskinan.Hal ini menyebabkan mutu kesehatan dan kesejahteraan 
yang rendah. Bukan hanya bagi si anak yang menikah pada usia dini, tetapi juga 
bagi keluarga dan lingkunagnnya. 
Fenomena pernikahan dini tidak hanya terjadi dikeluaraga miskin, tetapi 
juga di keluarga kelas menengah ke atas, yang memiliki akses dan mulai melek 
informasi, misalnya melalui internet.Akan tetapi kemudahan mengakases 
informasi ini tidak diiringi dengan pendidikan seks dan hal-hal yang berkaitan 
dengan (seksualitas). Budaya tabu dalam masyarakat berbicara tentang seks dan 
seksulaitas tidak hanya kental dalam masyarakat pinggiran, tetapi juga pada kelas 
menengah ke atas. 
Secara umum, pernikahan anak berakibat langsung pada kaum perempuan 
dan anak-anak. Mereka anak menanggung risiko dalam berbagai aspek (fisik, 
mental dan social) berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan 
seksual yang dipaksakan , kehamilan di usia yang sangat muda, selain juga 
meningkatnya risiko infeksi HIV, infeksi menular seksual lainnya, dan kanker 
leher Rahim. Akibat-akibat dan dampaknya yang luas dalam berbagai aspek 
kehidupan merupakan hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan 
Milenium, yakni pengurangan jumlah ibu-ibu yang meninggal saat melahirkan 
dan pemberdayaan perempuan. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), 
pernikahan anak juga memangkas masa depan perempuan dalam hal akses pada 
pendidikan yang lebih baik.  
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Rumus 
           
        
     
       
Diketahui=       Total menikah selama satu tahun 
  (Usia normal +usia<16 tahun) = 618 pasang  
Totalusia normal yang menikahselamasatutahun = 519 pasang 
Total usia< 16 tahun yang menikahselamasatutahun = 99 pasang 
Perhitungan= untuk tahunan  - usia normal  
   
   
              
     - usia<16tahun 
   
   
              
Data statistik angka perkawinan secara umum dan perkawinan di bawah 
umur tahun 2016 
BULAN JANUARI 2016 
NO 
BULAN DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 03/03/I/2016   Muh. Aswin & Ramlah 21 & 12 
2 07/07/I/2016 1/4/2016 Tophan & Ayu Ashari 16 & 14 
3 08/08/I/2016 12/27/2016 Amiruddin & Putri 37 & 12 
4 09/09/I/2016 1/6/2016 Akbar & Yayu 26 & 15  
5 16/16/I/2016 1/18/2016 Supri & Suriana 24 & 15 
6 20/20/I/2016 1/19/2016 Suardi & Siti Marova 21 & 13 
7 24/24/I/2016 1/21/2016 bastian AB & Neng Intra 37 & 13 
8 27/27/I/2016 1/24/2016 Syamsuddin&RisdaAnggraeni 32 & 15 
9 30/30/i/2016 1/25/2016 Sukri Herman & Asmi 26 & 15 
  
Persentase bulan Januari 
 Umur 12 tahun 
 
   
             
 Umur 13 tahun 
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 Umur 14 tahun 
 
   
             
 Umur 15 tahun 
 
   
             
Total Umur <16 tahun yang menikah bulan januari = 1,45% 
BULAN FEBRUARI 2016 
NO 
BULAN DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 46/10/II/2016 12/15/2016 Fausan Saw & Hera 17 & 15 
 
Persentse bulan Februari 
Umur 12tahun 
 
   
          
Umur 13 tahun = 0% 
Umur 14 tahun = 0% 
Umur 15tahun 
 
   
             
Total menikah umur  <16 tahun = 0,16 
BULAN MARET 2016 
NO 
BULAN DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 56/04/III/2016 3/13/2016 Jalani & Irma 28 & 13 
2 60/08/III/2016 3/10/2016 Hendrik & Nurul Wizati 28 & 13 
3 63/11/III/2016 3/28/2016 Asis & Darmawati 25 & 13 
4 67/15/III/2016 3/30/2016 Abd Muin & Aslinda 34 & 15 
 
Persentase bulan Maret 
Umur 13 tahun 
 
   
             
Umur15tahun 
 
   
             
Total menikah< 16 tahun = 0,48% + 0,16% = 0,64% 
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BULAN APRIL 2016 
NO BULAN DAN TAHUN TANGGAL MENIKAH NAMA UMUR  
1 90/23/IV/2016 3/8/2005 Asdar & Fitri 23 & 15 
 
Persentase bulan April 
Umur15tahun 
 
   
             
Total menikah umur< 16 tahun = 0,16% 
BULAN MEI 2016 
NO 
BULAN DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 101/06/V/2016 5/5/2016 Darwis & Sitti Nurhalnah 22 & 14 
2 113/18/V/2016 5/1/2016 Syarifuddin & Nur Aliza 25 & 14 
3 118/23/V/2016 5/5/2016 Aswandi & Haslinda 30 & 13 
4 136/41/V/2016 5/14/2016 Arifuddin & Nurhidayah 28 & 15 
5 142/47/V/2016 5/16/2016 Akbar Jufri & Dina 21 & 15 
6 147/52/V/2016 5/22/2016 Muh Irfan & Jovanka 21 & 12 
7 166/71/V/2016 5/30/2016 Jamaluddin & Ruhaeni 29 & 12 
8 167/72/V/2016 5/24/2016 Fatahillah Jalil & Ayu Andira 19& 15 
9 169/74/V/2016 5/29/2016 Rudi & Nurmi 21 & 15 
10 170/75/V/2016 5/29/2016 Roiman & Masita 22 & 15 
11 172/77/V/2016 5/30/2016 Haeruddin & Marhana 25 & 14 
 
Persentase bulan Mei 
Umur 12 ahun 
 
   
             
Umur 13 tahun 
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Umur 14 tahun 
 
   
             
Umur 15 tahun 
 
   
             
Total menikah umur< 16 tahun = 1,78% 
BULAN JUNI 2016 
NO 
BULAN DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 174/01/VI/2016 6/2/2016 Asrul & Desi Mustari 20 & 15 
2 177/04/VI/2016 5/30/2016 Basri & Riska Cinta 30 & 14 
3 181/08/VI/2016 5/15/2016 Umar & Siti Haisa 24 & 14 
 
Persentase bulan Juni 
Umur 14 tahun 
 
   
             
Umur 15 tahun 
 
   
             
Total menikah umur < 16 tahun = 0,48% 
BULAN JULI 2016 
NO 
BULAN  DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 185/03/VII/2016 7/11/2016 Erwin & Ayu 25 & 14 
2 189/07/VII/2016 7/14/2016 Henri Pranata & Nurhaneni 26 & 14 
3 191/09/VII/2016 7/17/2016 Basri & Husni 28 & 15 
4 203/21/VII/2016 7/10/2016 Rusli & Agustina 28 & 15 
5 206/24/VII/2016 7/21/2016 Syaifulhadi & Amalia Putri 22 & 15 
6 209/27/VII/2016 7/21/2016 Saparuddin & Riska 32 & 14 
7 212/30/VII/2016 7/28/2016 Hasbul & Dahlia 27 & 14 
8 218/36/VII/2016 7/28/2016 Abdul Rahman & Yuliani 27 & 14 
9 270/38/VII/2016 7/30/2016 Mursalim & Nurhikmah 23 & 14 
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10 221/39/VII/2016 7/30/2016 Rudi salam & Ulah 22 & 12 
11 222/40/VII/2016 7/26/2016 Asti Yunus & Dirma 23 & 12 
 
Persentase bulan Juli 
Umur 12tahun 
 
   
             
Umur 14 tahun 
 
   
             
Umur 15 tahun 
 
   
             
Total menikah umur< 16 tahun = 1,77% 
BULAN AGUSTUS 2016 
NO 
BULAN DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 225/03/VIII/2016 8/1/2016 Herman & Nurindah 23 & 14 
2 226/04/VIII/2016 8/3/2016 Adhitya & Suryanti 29 & 15 
3 232/10/VIII/2016 8/8/2016 Muh. Syueb & Dela 19 & 15 
4 243/21/VIII/2016 1/20/2016 Kasim & Nuraisa 61 & 14 
5 253/31/VIII/2016 3/3/2016 Hendra & Harma 22 & 15 
6 259/37/VIII/2016 10/10/1992 Agus & Hanna 20 & 15 
7 260/37/VIII/2016 4/4/2007 Ancu & Nur 23 & 15 
8 261/37/VIII/2016 5/2/1992 Roni & Rahmawati 21 & 15 
9 262/37/VIII/2016 8/12/2007 Syahrir & Fatma 25 & 14 
10 265/43/VIII/2016 12/10/2016 Amir & Hasna 30 & 14 
11 266/44/VIII/2016 6/14/2008 Bintang & Hasni 20 & 15 
12 268/46/VIII/2016 4/6/1997 Janabu & Ros 19 & 14 
13 271/49/VIII/2016 4/14/2000 Padang & Riang 23 & 13 
14 272/50/VIII/2016 6/6/2001 Jasman & Masni 22 & 14 
15 274/52/VIII/2016 6/12/1998 Awal & Rohana 41 & 14 
60 
 
 
 
16 283/61/VIII/2016 8/21/2016 Sudarmanto & Saskiah 19 & 15 
17 291/69/VIII/2016 12/28/2008 Nasri & Hasnah 21 & 14 
18 293/71/VIII/2016 7/27/1993 Satta & Samariah 23 & 14 
19 295/73/VIII/2016 9/26/1990 Mahmud & Sitti 20 & 13 
20 296/73/VIII/2016 12/25/2002 Rahman & Masnah 23 & 13 
21 299/77/VIII/2016 8/19/1995 Nasir & Salma 19 & 13 
22 300/79/VIII/2016 10/30/1992 Abd Salam & Bunya 24 & 13 
23 308/86/VIII/2016 11/10/1988 Muryadi & Nurhasanah 23 & 14 
24 310/88/VIII/2016 8/17/1985 Jumri & Rusdiana 20 & 15 
25 312/90/VIII/2016 5/3/1976 Bahar & Nasira 19 & 15 
26 316/94/VIII/2016 7/10/1997 Larudi & Baharia 22 & 15 
27 329/107/VIII/2016 3/22/2012 Jamaruddin& Selviwati 27 & 15 
28 330/108/VIII/2016 5/5/1992 Sidu & Baria 19 & 14 
29 336/114/VIII/2016 12/10/1982 Jafra & isa 32 & 15 
30 338/116/VIII/2016 12/1/2005 Muh. Syahrir & Saida 32 & 15 
31 344/122/VIII/2016 6/26/1986 Lammama & Marawali 23 & 14 
32 346/124/VIII/2016 5/1/1995 Saharuddin & Rasni 20 & 15 
33 351/129/VIII/2016 8/23/1987 Belle & Rohani 19 & 14 
34 353/131/VIII/2016 7/9/1980 Syamsuddin & Hasmia 19 & 15 
 
 
Persentase bulan Agustus 
Umur 13 tahun 
 
   
             
Umur14tahun 
  
   
             
Umur15tahun 
  
   
             
Total menikah umur < 16 tahun = 5,50 
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BULAN SEPTEMBER 2016 
NO 
BULAN DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 357/01/IX/2016 4/10/2016 Dani & Rusmi 20 & 15 
2 358/02/IX/2016 6/7/2016 Roysano & Kurnia 25 & 15 
3 367/11/IX/2016 9/17/2016 Muh. Zumaidi & Ida Sofa 28 & 14 
4 371/15/IX/2016 9/18/2016 Abdullah & Samira 22 & 15 
5 378/22/IX/2016 9/20/2016 Rusli & Rifa Tenri Ajeng 23 & 15 
6 381/25/IX/2016 9/21/2016 Mustamin & Ramlah 28 & 15 
7 383/27/IX/2016 8/7/2016 Ibrahim & Nurhalisa 25 & 14 
8 399/42/IX/2016 9/29/2016 M. Rifandi & Sriwahyuni 22 & 14 
 
Persentase bulan September 
Umur14tahun 
 
   
             
Umur15tahun 
 
   
             
Total menikah  umur<16 tahun = 1,29% 
BULAN OKTOBER 2016 
NO 
BULANDAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 410/04/X/2016 10/5/2016 Anas & Husna 28 & 15 
2 412/06/X/2016 10/9/2016 Yunus & Fatma 23 & 13 
3 415/09/X/2016 10/9/2016 Herman & Surianti 32 & 13 
4 420/14/X/2016 10/12/2016 Taufik & Fitriani 21 & 15 
5 424/18/X/2016 10/9/2016 Asrianto & Irma 20 & 15 
6 432/31/X/2016 8/21/2016 Suharto & Rani 23 & 14 
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Persentase bulan Oktober 
Umur 13 tahun 
 
   
             
Umur 14 tahun 
 
   
             
Umur 15 tahun 
 
   
             
Total menikah umur <16 tahun = 0,97% 
BULAN NOVEMBER 2016 
NO 
BULAN DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 445/07/XI/2016 11/7/2016 Damis & Ayu 29 & 14 
2 446/08/XI/2016 11/7/2016 Anwar & Gustia 24 & 14 
3 447/09/XI/2016 11/8/2016 Irfan & Susanti 23 & 14 
4 452/14/XI/2016 11/9/2016 Firman & Nabila 21 & 14 
5 458/20/XI/2016 11/14/2016 Muzafir & Anita 28 & 15 
6 460/22/XI/2016 11/14/2016 Muhyus & Murni 22 & 15 
 
Persentase bulan November 
Umur 14t ahun 
 
   
             
Umur 15 tahun 
 
   
             
Total menikah umur <16 tahun = 0,97% 
BULAN DESEMBER 2016 
NO 
BULAN DAN 
TAHUN 
TANGGAL 
MENIKAH 
NAMA UMUR  
1 593/55/XII/2016 12/12/2016 Zafariah & Jumliani 35 & 12 
2 595/57/XII/2016 12/12/2016 Ridwan & Isma 20 & 14 
3 597/59/XII/2016 12/8/2016 Masli & Fatimah 27 & 14 
4 598/60/XII/2016 12/13/2016 Muh Ali & Sutria 28 & 12 
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5 600/62/XII/2016 12/14/2016 Hamzah & Riska 28 & 12 
 
Persentase bulan DesemberS 
Umur12tahun 
 
   
             
Umur14tahun 
 
   
             
Total menikah umur< 16 tahun = 0,80% 
 
Dari Data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari 
mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur adalah perempuan.Faktor 
yang melatar belakangi hal tersebut juga beragam.mulai dari masalah moral 
sampai masalah ekonomi.Selain itu paksaan dari orang tua juga menjadi 
penyumbang terbesar terjadinya perkawinan dibawah umur. 
Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui lembaga pendidikan belum 
mengakomodir hak anak yang telah menikah muda, baik karena paksaan orang tua 
maupun akibat pergaulan seks yang tidak aman. Lembaga-lembaga pendidikan 
resmi biasanya menolak menerima mereka kembali untuk melanjutkan 
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pendidikannya yang terputus. Anggapan umum yang masih sangat kuat berakar 
adalah bahwa anak yang telah menikah, jika diberi ruang untuk melanjutkan 
sekolah, akan memberi dampak buruk tehadap siswa lain. Meskipun, hal tersebut 
belum terbukti. Hal ini menyebabkan derajat pendidikan anak yang menikah pada 
usia muda umumnya  lebih rendah, karena mereka telah membebani mereka 
dengan tanggung jawab beau sebagai istri dan calon ibu, atau sebagai kepala 
keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah 
tangga, menjadi tulang punggung keluarga dengan keharusan mencari nafkah. 
Kekurang mampuan anak yang menikah usia muda dalam memikul tanggung 
jawab ekonomi keluarga, selain pentingnya membangun derajat sumberdaya 
manussia yang tinggi melalui pendidikan, adalah hal lain yang cenderung tidak 
menjadi persoalan baik bagi pemerintah maupun keluarga. Maka tidak heran 
gagalnya  pencapaian pendidikan dasar 12 tahun dianggap sesuatu yang wajar. 
Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat 
mengenyam pendidikan lebih tinggi. Pernikahan usia muda lebih banyak 
menimpa kaum perempuan dalam keseluruhan prosesnya, perempuan adalah 
pihak yang menjadi korban. Pendapat mereka hampir tidak pernah didengar dan 
hak mereka sering diabaikan. Relasi kuasa yang timpang menempatkan kaum 
perempuan yang masih kanak-kanak memiliki kemampuan terbatas untuk 
menyuarakan pendapat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah diambil beberapa 
kesimpulan yang dikemukakan sebagai berikut: 
1. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pendidikan, pemerintah mengelola 
pendidikan secara umum di Indonesia melalui Departemen Pendidikan. 
Departemen Pendidikan memberikan panduan dan standar dalam 
pelaksanaan pendidikan serta menyediakan pula secara langsung fasilitas 
pendidikan agar akses pendidikan terbuka seluas-luasnya. 
2. Sulitnya akses pendidikan di kalangan anak perempuan merupakan 
penyumbang besar bagi pernikahan anak. Perempuan yang menikah 
dibawah 18 tahun hanya 5,8% menyelesaikan pendidikan SMA. Data ini 
menunjukkan juga bahwa mayoritas dari perempuan yang menikah di usia 
anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sebagian besar hanya 
menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). 
3. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui lembaga pendidikan belum 
mengakomodir hak anak yang telah menikah muda, baik karena paksaan 
orang tua maupun akibat pergaulan seks yang tidak aman. Lembaga-
lembaga pendidikan resmi biasanya menolak menerima mereka kembali 
untuk melanjutkan pendidikannya yang terputus. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada 
orang tua yang berada di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten 
Pinrang di daerah penelitian ini dan para orang tua pada umumnya, para 
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intelektual muslim dan juga kepada pasangan usia muda yang akan mengarungi 
bahtera kehidupan berumah tangga, sebagai berikut : 
1. Untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, maka di sarankan 
kepada pejabat yang berkompeten dalam menangani perkawinan untuk 
lebih selektif lagi dalam memeriksa surat keterangan/surat izin untuk 
melaksanakan perkawinan agar tidak terjadi pemalsuan umur.  
2. Pemerintah perlu menggunakan media elektronik sebagai alat 
sosialisasi/penyuluhan mengenai perkawinan di bawah umur agar 
masyarakat paham akan hukum, dan mensosialisasikan bahwa Setiap 
warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 
mengikuti pendidikan dasar dan Setiap warga negara bertanggung jawab 
terhadap keberlagsungan penyelenggaraan pendidikan.  
3. Bagi remaja yang belum menikah lebih memahami faktor-faktor dan 
dampak yang akan timbul dari perkawinan dibawah umur sehingga 
diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat 
diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif. 
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